GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan dalam
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, perlu
dilakukan penyempurnaan Peraturan Gubernur Nomor 74
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 74 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Lampiran pada O02.SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 47 Seri E),
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Ditetapkan di Pangkaipinang
pada tanggal 26 November 2015

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

RUBTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

BYAHRUDIN
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 41 SERI E
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Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Nomor
Tanggal :

02. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN
A. UMUM

1. Definisi

Peraturan Gubernur No. Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bab V Kebijakan
Akuntansi Pendapatan menyatakan bahwa Pendapatan-LO adalah hak
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan
Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar
ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai

berikut:

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Dana Bagi Hasil/DAU/DAK  /Pendapatan

Perimbangan /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer
Pendapatan Transfer Pemerintah
Lainnya
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya

Bantuan Keuangan

Lain-lain Pendapatan Daerah | Pendapatan Hibah
yang Sah

Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN SKPD

Em— e
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1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada
SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD),
Bendahara Penerimaan SKPD dan PA/KPA.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA,PPK-

SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai

berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan-LO dan Pendapatan-
LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke
Buku Jurnal SAPA dan Buku Jurnal SAK;

2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan-
LO dan pendapatan-LRA kedalam Buku Besar masing masing
rekening (rincian objek);

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan
kedalam buku kas penerimaan;

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari
Pendapatan;

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap
hari.

c. PA/KPA

1) menandatangani/mensahkan.  dokumen surat ketetapan
pajak/retribusi daerah;

2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh
Fungsi Akuntansi SKPD.

2.Dokumen yang Digunakan

Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
Pendapatan (BBNKB) dan Pajak Air
Asli Daerah Permukaan

Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor dan
Pajak Rokok

SKP (Surat Ketetapan
Pajak)

TBP (Tanda  Bukti
Pembayaran)

— =
Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5

Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2015 5



Surat Ketetapan
Retribusi (SKR)/TBP
(Tanda Bukti
Pembayaran)

Retribusi Daerah

TBP/Dokumen Lain
yang dipersamakan

Lain-lain PAD yang Sah

3.Jurnal Standar
Pendapatan-LO (Jurnal SAK) diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan
earned; atau

b. Péndapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan-LRA (Jurnal SAPA) menggunakan basis kas sehingga
pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
b. Diterima oleh SKPD; atau
c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan
pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat
diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai
berikut:

a. Jurnal Standar untuk Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air
Permukaan - Earned

Ketika diterbitkan Surat Keteta];;an Pajak (SKP), SKPD telah berhak
mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya
dari wajib pajak. Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya
pendapatan pajak-LO dengan menjurnal:

Jurnal SAK

XXX* SKP XXX Piutang Pajak ...** XXX
XXX Pendapatan XXX
Pajak...-LO**

* Tanggal Penetapan

** Catat sesuai rincian objek

Jurnal SAPA

Tidak dijurnal
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Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam Kutipan
SKP tersebut kepada Bendahara Penerimaan SKPD, wajib pajak akan
menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Tanda Bukti Pembayaran
(TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar
bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan pajak tersebut dengan

jurnal:

Jurnal SAK

- xxx* SKP/ XXX Kas di Bendahara XXX
TBP Penerimaan
XXX Piutang Pajak...** XXX

* Tanggal Penerimaan

** Catat sesuai rincian objek piutang

Jurnal SAPA

XXX* SKP/ XXX Perubahan SAL XXX
TBP
XXX Pendapatan XXX
Pajak...-LRA

* Tanggal Penerimaan

** Catat sesuai rincian objek pendapatan
Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan
tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut
atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal:

Jurnal SAK
XXX* STS XXX RK PPKD XXX
XXX Kas di Bendahara XXX
Penerimaan

* Tanggal Penyetoran

Apabila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah,
maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-SKPD akan

menjurnal:

e —
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Jurnal SAK

XXX* Nota XXX RK PPKD XXX
Kredit
XXX Piutang Pajak ...** XXX
* Tanggal Penyetoran

** Catat sesuai rincian objek piutang

Jurnal SAPA

Perubahan SAL

Kredit

XXX Pendapatan XXX
Pajak...-LRA**

* Tanggal Penyetoran

** Catat sesuai rincian objek pendapatan

b. Jurnal Standar untuk Pencatatan Pajak Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok- Realized

Wajib pajak melakukan pembayaran pajak kemudian akan
menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar
bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat
jurnal: '

Jurnal SAK

Kas di Bendahara
Penerimaan

XXX Pendapatan Pajak...- XXX
LO

* Tanggal Penerimaan

** Catat sesuai rincian objek pendapatan

Jurnal SAPA

=
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XXX TBP XXX Perubahan SAL XXX

XXX Pendapatan Pajak...- XXX
LRA

* Tanggal Penerimaan

** Catat sesuai rincian objek pendapatan

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorlcan
pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran
tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi

mencatat dengan jurnal:

Jurnal SAK
XXX* STS XXX RK PPKD XXX
XXX Kas di Bendahara XXX
Penerimaan

* Tanggal Penyetoran

c. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi

Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR), fungsi akuntansi
SKPD mencatat transaksi tersebut dengan jurnal :

Jurnal SAK

XXX* SKR XXX Piutang XXX
Retribusi......**

XXX Pendapatan XXX
Retribusi....... -LO**

* Tanggal Penetapan
** Catat sesuai rincian objek pendapatan

Pada saat Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi
kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP
juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan
dengan mencatat jurnal:

Jurnal SAK
e —— == e
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XXX* TBP XXX Kas di Bendahara XXX

Penerimaan

XXX Piutang XXX
Retribusi....... LO**

* Tanggal Penerimaan

** Catat sesuai rincian objek pendapatan

Jurnal SAPA
XXX* TBP XXX Perubahan SAL XXX

XXX Pendapatan XXX
Retribusi.....LRA**

* Tanggal Penerimaan

** Catat sesuai rincian objek pendapatan

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan
pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran
tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi
mencatat dengan jurnal:

Jurnal SAK
XXX* STS XXX RK PPKD XXX
XXX Kas di Bendahara XXX
Penerimaan
* Tanggal Penyetoran

b. Jumnal Standar Untuk Lain-lain PAD yang Sah
Jurnal Standar - Realized

Lain-Lain PAD yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah
yang tidak Dipisahkan, Komisi Potongan dan Keuntungan Selisih
Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan
Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan dan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Pada saat Bendahara Penerimaan menerima pembayaran Lain-lain
PAD yang Sah berdasarkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP),

emr— == o
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dokumen tersebut juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk
mengakui pendapatan dengan mencatat jurnal:

Jurnal SAK

XXX * TBP XXX Kas di Bendahara XXX
Penerimaan
XXX Pendapatan Lain-lain XXX
PAD yg Sah.........LO**

* Tanggal Penerimaan

** Catat sesuai rincian objek pendapatan

Jurnal SAPA
XXX* TBP XXX Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan Lain- XXX
lain PAD yg

* Tanggal Penerimaan

** Catat sesuai rincian objek pendapatan

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan
pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokurien penyetoran
tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi
mencatat dengan jurnal:

Jurnal SAK

XXX* STS XXX RK PPKD XXX
XXX Kas di XXX
Bendahara
Penerimaan

* Tanggal Penyetoran

Untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual
bendahara penerimaan SKPD menyelenggarakan Buku Piutang
Pendapatan yang menggambarkan saldo piutang awal (yang
berasal dari tagihan tahun lalu yang belum diterima

embayarannya); tagihan tahun berjalan yang berasal dari Surat
-
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Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (STR), atau surat

ketetapan

pendapatan

akrual,

lainnya yang menjadi

dasar untuk pengakuan

yang diterbitkan pada tahun berjalan;

penerimaan dari tagihan tahun berjalan; penerimaan dari piutang

awal tahun; dan saldo piutang akhir tahun.

SKPD......
Buku Piutang Pendapatan*
Tahun Anggaran......
No. Bukti
s Tagihan Penerimaan
Uemiy saldo Tagihan Tahun Tagihan Penerimaan Pl.s aldo
No. (Pendapatan | Piutang | ‘pop,,, Berjalan Piutang Piutang utang
/Nama Awal | b calan | (Kutipan Tahun | Awal Tahun | AKDI
Wajib Pajak | Tahun SKP/SKR/ Berjalan Tahun
SK)
(1) ) 3) 4) () 6) Y] (8)=3)+
(4)-(6)-
(7
2
Jumlah
Menyetujui,
.............. yosssiviaveni DOXX
Kepala SKPD Bendahara Penerimaan

*) Buku Piutang Pendapatan dapat dibuat untuk setiap rincian objek
pendapatan, Adapun format buku piutang di atas bukan merupakan
format baku, tetapi dapat dimodifikasi sesuai keperluan

Cara Pengisian Buku Piutang Pendapatan :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut wajib bayar;

Kolom (2) diisi dengan nama perusahaan/orang yang sudah
ditetapkan sebagai wajib bayar pajak/retribusi/pendapatan
lainnya, termasuk BUMD/perusahaan daerah dan jenis
pendapatannya,

Kolom (3) diisi dengan saldo piutang yang masih belum dibayar
sampai dengan akhir tahun lalu;

Kolom (4) diisi dengan jumlah SKP/SKR/Surat Ketetapan
lainnya yang diterbitkan pada tahun berjalan;

L ___________ - S
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Kolom (5) diisi dengan nomor bukti SKP/SKR/Surat Ketetapan
lainnya yang diterbitkan pada tahun berjalan;

Kolom (6) diisi dengan penerimaan dari tagihan berdasarkan
SKP/SKR/Surat Ketetapan lainnya yang diterbitkan pada tahun
berjalan;

Kolom (7) diisi dengan penerimaan pembayaran piutang yang
berasal dari saldo piutang akhir tahun lalu;

Kolom (8) diisi dengan saldo kumulatif piutang per akhir tahun
berjalan (31 Desember), dengan rumus jumlah pada kolom (3) +
Jumlah pada kolom (4) - jumlah pada kolom (6) — jumlah pada
kolom (7).

Catatan :

Jika mengacu pada Buku Piutang Pendapatan di atas, jumlah piutang
yang diakui pada akhir tahun dihitung dengan rumus : jumlah tagihan
yang diterbitkan/hak tahun berjalan (kolom 4 buku piutang
pendapatan) dikurangi jumlah penerimaan atas tagihan tahun berjalan
(kolom 6 buku piutang pendapatan)

—
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